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BUPATI BARITO KUALA
PRWINSI I(ALIMANTAN SELATAN

rbpurusAN BUPATT BARrro KUALA
NOMOR 188.4sl 289 IKUMI 2O2O

TENTANG

KOORDINATOR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KABUPATEN BARITO KUALA

BIJPATI BARITO KUALA,

lvlenimbang: a. bahwa dalam rangka menjalankan tugas dan kewenangan
melaksanakan koordinasi dan penetapan kebijakan SPBE di
Kabupaten Barito Kuala, sebagaimana diamanatkan dalam
Peraturan Presiden Nornor 95 Tahun 2018 dan Peraturan
Daerah Kabupaten Barito Ituaia Nomor 2 Tahun 2O2A, serta
untuk memperkuat d.eterminasi penerapan SPBE di Daerah,
perlu rnenetapkan Koordinator SPBE Pemerintah Kabupaten
Barito Kuaia;

b.

Mengingat : 1.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Unclang-Unda.ng Nomor 27 Tahun 1959 tentalng Penetapan
Undang-Undang Darurat Ncmor 3 Tahun i953 tentang
Pembentukan Daera.ir Tingkat Il di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, 'fambahan Lembaran Negara Repuhriik
Indonesia Nomor l820l;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OlL tentang Pembentukan
Perattlra.n Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indc,nesia Tahun 20 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara l?epr-blik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah
diubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2Al9
tenta.ng tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor t2
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perunda.ng-
undangan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2079
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4
Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587)
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s,,,:baigaimana tclah diubah beberapa kali terakJrir cicngan
undang-undang Nornor g rahun 2015 tentang perubahan
Kedua Atas undang-Undang Nomor 23 Tahu., io14 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesii
Tahun 20i5 Nomor 58, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Presiden Nomor 9s rahun 201g tentang sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun
2oL9 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daeratr
Tahun Anggaran 2aza (Lernbaran Daerah Kahupaten Barito
Kualia, Tahun 2QlE Nomor. 6g);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahurr
Zaza tentang sistem Pernerintahan Bei:basis Elektronik
{Lenrbaran l)aerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2ozo
Nomor 2).

Koordinator Sistem Pen'rerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

Kocrdinator SPBE sebagairnana dimaksud Diktum KESATU
adalah Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Baritr: Kuala.

Koordinator SPBE sebagairnana climaksud Dil<tum KHSATU
hertugas :

11. It4enyiapkan rancangan keirijakan SPBB yang diperluken
i-m:tuk rnengoptimalkan penerapan SFSE di Kabupaten Eariter
Kuaia;

b. Mengoordinasikan penerapan Kebijakan SFBB di Kabupaten
Barito Kuala yang meliptlti antara lain :

1. IVlengoordinasikan Layanan SPBE Pemerintah Kabupaten
Barito Kuatra;

2. Mengoordinasikan penyelenggaraan SPBE Pemerintah
Daerah dengan Instansi Pusat dan pemerintah daerah lain;

3" Mengoordinasikan Pelaksanaan Pernantauan dan Evaluas.l
Penerapan SPBE di Kabupaten Barito Kuala;

4. Mengc'ordinasikan peiaksanaan Manajemen SPBE di
Kabupaten Barito Kuala yang meliputi:
a) Manajemen Risiko;
b) Manajemen Keamanan Informasi;
c) Manajemen Data;
d) Manajemen Aset Teknologi Informasi clan Komunikasi;
e) Manajemen Surnber Daya. I\{nmrsia;
t] Manajemen Pengetahuan;
g) fuIanajemen Penrbahan; dan
h) Manajernen Layanare $FBE.

5" Melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan tugas
koordinasi penerapan SPBE kepada Bupati Barito Kuala,
minimal 1 (satu) kali dalarn 3 (tiga) bulan.

Menetapkan;

I{ESATU

KEDUA

KETIGA



KEBMPAT : f)alam melaksanakan tuga.snya, Kr.rot'dinator SPBE Pemerintah
Daerali Kabuparen Barito Kuala dibantu cleli Tim Koordinasi
SPBE Pemerintah Kabupaten Barito Kuaia yang tercliri dari:
1. Kepala Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah Kabupaten

Barito Kuala dengan tugas utama mengoordinasikan integrasi
proses bisnis Pemerintah Kabupaten Barito l(uaia.

2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Barito Kuala dengan tugas utama
mengoordinasikan penganggaran SPBE Pemerintah
Kabupaten Barito Kuala.

3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan
Pengembangan Kabupaten Bariio Kuala dengan tugas utama
mengoordinasikan perencanaan SPBE Pemerintah Kabupaten
Barito Kuaia, dan Mengoordinasikan Tata Kelola Data dan
Manajemen Data Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito
Kuala dengan tugas utama Mengelola Arsitektur SPBE
Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, Mengoordinasikan
pembangunan infrastrr-rktur dan aplikasi SPBE Pemerintah
Kabupaten Barito Kuala, dan Melaksanakan Manajemen Aset
TIK dan Manajemen Layanan SPBE Pemerintah Kabupaten
Barito Kuala.

5. Semua Kepala SKPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten
Barito Kuala, dengan tugas Menyampaikan kebutuhan
layanan SPBE sesuai kewenangan, tugas dan fungsi SKF'D
yang dipimpinnya, dan Mengelola Layanan SPBE yarlg
menjadi kewenangan, tugas dan fungsinya tersebut.

6. Dewan TIK. I)aerah/Perguruan Tinggi, dengan tugas
memberikan r"ekon'len<trasi dan pertimbangan mengenai arah
pembangunan dan pengernbangan TIK dalam penerapan
SPBE di Daerah.

Dalam hal belum terbentuknya Dewan TIK Daerah, Koordinator
SPBE dapat rnelakukan koordinasi, konsultasi, maupun
kerjasama dengan Instansi h:sat, Pemerintah Provinsi
Kalimantan Selatar: dan/atau Perguruan Tinggi untuik
irrendapatkan .oertirnhangarl dan/atau rekomendasi tentang arah
pembailgp::ran TIK daiam penerapan SPBE di Kabupaten Barito
Kuala.

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas
sebagairrrana dimaksud Diktum KETIGA, Diktum KEEMPAT dan
Diktum KELIMA dibebankan pada Anggaran Pendapatan clan
Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mar4bahan
pada tanggal 28 Sfptember 2O2O
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